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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Simpulan penelitian secara umum menunjukan bahwa proses manajemen 

kinerja di Bakamla RI tidak ada perbedaan baik pegawai penyandang disabilitas 

maupun pegawai non disabilitas. Namun, perbedaan akan terlihat dalam 

indikator-indikator yang termuat dalam aspek pendukung manajemen kinerja 

yang terdiri dari:  

1. Aspek Perencanaan Kinerja 

a. Dalam aspek ini dapat ditarik kesimpulan jika pegawai penyandang 

disabilitas dalam proses penyusunan SKP target-target kerja yang 

dituangkan dalam SKP banyak penyusunannya hanya mengulang dari 

target-target kerja tahun sebelumnya.  

b. Dalam sistem e-Kinerja belum termuat aspek pendukung mengenai 

biaya dan aspek pendukung lainnya, seperti kuantitas, kualitas, dan 

waktu hanya menyesuaikan outputs yang dihasilkan saja. 

c. Untuk perencanaan SDM selanjutnya (pegawai penyandang disabilitas) 

sudah tidak lagi menjadi bagian analisis berkelanjutan dari keberhasilan 

SKP karena Bakamla RI sudah tidak lagi membuka formasi untuk 

penyandang disabilitas. 

d. Aspek pendukung seperti sarana dan prasarana kantor belum 

mendukung kegiatan kerja dari pegawai penyandang disabilitas dan 

belum ada kelanjutan mengenai pengadaan sarana dan prasaran 

tersebut. 

2. Aspek Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja 

Dalam aspek ini yang menjadi kekurangan dari Bakamla RI adalah 

adanya dispensasi waktu/ hari kerja bagi pegawai penyandang disabilitas 

untuk melaksanakan pekerjaan dari rumah, namun untuk pegawai non 

disabilitas tidak diperbolehkan karena memang tidak ada kebijakan yang 
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mengatur akan hal tersebut. Sehingga ketika pegawai penyandang 

disabilitas tersebut WFH terkadang menimbulkan kecemburuan sosial 

untuk pegawai yang lain. 

3. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja di Bakamla RI masih dilakukan dengan metode 

penilaian tradisional yaitu hanya dari atasan langsung saja, sedangkan 

dalam sistem penilaian harusnya sudah dilakukan oleh atasan, bawah, dan 

rekan kerja. Penilaian tersebut dikenal dengan penilaian 360 derajat, namun 

Bakamla RI belum menerapkan itu.  

4. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja 

Dalam aspek terakhir ini, Bakamla RI belum ada tindak lanjut terkait 

penghargaan bagi pegawai penyandang disabilitas ataupun non disabilitas 

yang SKP-nya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga 

pegawai kurang termotivasi dalam penyusunan target kinerja baru dan 

banyak target-target yang dibuat mengulang dari tahun sebelumnya. 

 

B. Saran 

Saran dari peneliti terhadap manajemen kinerja pada pegawai penyandang 

disabilitas berdasarkan aspek-aspek manajemen kinerja yaitu: 

1. Aspek Perencanaan Kinerja 

a. Dalam perencanaan kinerja untuk Bakamla RI yaitu agar lebih fokus 

lagi dalam proses klarifikasi ekspektasi agar pegawai tidak mengulang 

target kinerja tahun sebelumnya.  

b. Sebaiknya dalam sistem e-Kinerja juga termuat aspek biaya untuk tiap 

individu agar pekerjaan dapat terlaksana lebih efektif. Karena Biaya 

membantu dalam mengidentifikasi dan mengontrol pengeluaran. 

Dengan memahami dan mengelola biaya, instansi dapat mencegah 

pemborosan, mengidentifikasi posisi/ jabatan apa yang membutuhkan 

biaya besar. 
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c. Sebaiknya Bakamla RI menganalisis lebih dalam lagi kinerja pegawai 

penyandang disabilitas dan menganalisis posisi-posisi di Bakamla RI 

yang dapat diduduki oleh pegawai penyandang disabilitas, agar 

terpenuhi kewajiban dalam UU Nomor 8 tahun 2016. 

d. Perlu dilakukan analisis terhadap sarana dan prasarana penunjang kerja 

bagi pegawai penyandang disabilitas agar pekerjaan dapat terlaksana 

dengan efektif dan efisien. 

2. Aspek Pelaksanaan, Pemantauan, dan Pembinaan Kinerja 

Dalam aspek pelaksanaan kinerja ini agar tidak ada kecemburuan, 

Bakamla RI dapat mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang shift bagi 

pegawainya (disabilitas ataupun tidak) untuk bisa bekerja dari rumah 

setidaknya seminggu sekali. 

3. Aspek Penilaian Kinerja 

Untuk aspek ini sarannya yaitu agar Bakamla RI dapat 

meningkatkan lagi penilaian kinerja secara keseluruhan agar penilaian lebih 

objektif karena tidak dinilai oleh satu pihak saja. Selain itu juga dibutuhkan 

penilaian secara jujur, nyata, dan apa adanya tidak diberi atas dasar belas 

kasihan. 

4. Aspek Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja 

Pada aspek ini Bakamla RI dapat menganalisa kembali penghargaan yang 

tepat untuk menghargai pegawai-pegawainya yang telah mencapai target 

kerjanya sehingga mereka merasa dihargai. Penghargaan juga tidak harus 

dalam bentuk materil, tapi juga bisa berbentuk non materil yang bisa 

diberikan langsung oleh atasan seperti ucapan selamat, pengakuan prestasi 

didepan publik, atau yang lainnya.  
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